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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pasal 34 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan 

bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa 

pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi yang 

membutuhkan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan 

kesehatan.1 

 Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Untuk merealisasikan keadaan sehat yang baik maka 

diperlukan upaya kesehatan yang menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.  

                                                 
1 Muhamad Sadi Is, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 

hlm. 7. 
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 Usaha peningkatan kualitas hidup seseorang di bidang kesehatan merupakan 

suatu upaya yang ruang lingkupnya luas dan menyeluruh, dimana termasuk 

didalamnya peningkatan kualitas kesehatan baik fisik maupun non-fisik. Secara 

ringkas yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah kesehatan ialah segala segi 

kehidupan manusia, baik yang ada di masa lalu maupun di masa yang akan datang. 

Dahulu, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan hanya berpusat pada prosedur 

penyembuhan penderita penyakit, namun berangsur-angsur perlahan bergerak kearah 

upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat atau individu yang bersifat 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, yang mencakup :2 

1. upaya peningkatan kesehatan (promotif) 

2. upaya pencegahan penyakit (preventif) 

3. upaya penyembuhan penyakit (kuratif) 

4. upaya pemulihan penyakit (rehabilitatif) 

 Tujuan dari pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan adalah tercapainya 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat indonesia. Guna 

mencapai hal tersebut diperlukan peran dokter dan dokter gigi. Profesi dokter atau 

dokter gigi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik tanpa surat izin 

praktik, adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan 

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri 

                                                 
2 Hanafiah Jusuf, 2012, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, hlm. 30. 
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yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan 

dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Penyelenggaraan 

praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan 

upaya kesehatan.3 Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi 

yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara 

terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan 

pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Praktik 

Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan peraturan dan pelaksanaan 

praktik kedokteran mulai dari titik dalam pendidikan sampai ke titik dalam pelayanan 

kesehatan dan pengawasan.4 

 Sebelum diberikan izin untuk membuka praktik atau melaksanakan praktik 

kedokteran, seorang dokter harus dahulu melalui pendidikan dan pelatihan yang 

cukup panjang. Hal ini disebabkan karena komptensi seorang dokter dapat sangat 

mempengaruhi keselamatan dan kesembuhan penderita sakit/pasien. Pada dasarnya 

hubungan hukum antara dokter dengan pasien bertumpu pada dua macam hak asasi 

                                                 
3 Muh Endriyo Susilo, 2016, Implikasi SosioYuridis Tuntutan Pidana Terhadap Dokter Terkait 

Dugaan Malpraktik Medik, Dunia Hukum; 1(1): 21  
4 M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, 2013, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, 

EGC, Jakarta, hlm. 35. 
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manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua 

macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self 

determination) dan hak atas informasi (the right to information). Kedua hak tersebut 

bertolak dari hak atas perawatan kesehatan yang merupakan hak asasi individu. 

Dokumen internasional yang menjamin hak tersebut adalah The Universal 

Declaration of Human Right tahun 1948 dan The United Nation International 

Covenant on Civil and Political Right tahun 1996. 

 Dokter dan tenaga kesehatan lainnya selalu berupaya memberikan pelayanan 

kesehatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kemudian, kemungkinan terjadinya 

komplikasi dan hal-hal yang tidak dinginkan setelah pelayanan yang baik masih dapat 

terjadi. Keadaan semacam ini harusnya dipahami sebagai risiko medis, dan risiko ini 

terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kedokteran sebagai malpraktik 

medis. 

 Berkaitan dengan profesi dokter dan dokter gigi, belakangan ini sedang viral 

diberitakan di media cetak maupun media sosial, bahwa banyak pelanggaran 

malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Pemberitaan ini tentu 

menciptakan suasana yang kurang menyenangkan di kalangan profesi kedokteran, 

dikarenakan bak pisau bermata dua, apabila dokter terbukti tidak menolong maka 

akan dinyatakan salah dimata hukum, namun apabila menolong dan terjadi 
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komplikasi meskipun penanganan telah sesuai dengan standar maka akan beresiko 

dituntut oleh pasien dan keluarga pasien.5  

 Di Indonesia sendiri, pada tahun 2010 pernah terjadi kasus serupa di Manado. 

Dokter residen bernama dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan 

dr. Hendy Siagian terbukti melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik. 

Ketiga dokter tersebut dituntut melakukan malpraktik setelah diduga mengakibatkan 

kehilangan nyawa dari saudari Julia Fransiska Makatey pada saat melakukan operasi 

cito secsio sesaria. Mahkamah Agung Republik Indonesia memvonis terdakwa 

melanggar Pasal 359 KUHP dan dijatuhkan hukuman 10 bulan penjara.  

 Untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi 

diwajibkan untuk memiliki surat izin praktik dokter. Pengertian surat izin praktik 

dokter menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter 

dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi 

persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran mengatur sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja 

melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik yaitu dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

                                                 
5 Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang 

Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2. 
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 Pada  tanggal 19 Juni 2007, majelis hakim Mahkamah Konstitusi merevisi pasal 

tersebut. Isi putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 itu antara lain 

menyatakan kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun pada Pasal 76 Undang-

undang Nomor 29 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, 

sehingga sanksi dalam pasal tersebut diganti menjadi pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik (SIP) dan Pelaksanaan Praktik 

Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin 

Praktik dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian 

dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan 

pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus-menerus atau tidak 

berjadwal tetap, maka dokter atau dokter gigi yang bersangkutan tidak memerlukan 

SIP di tempat tersebut, namun pemberian pelayanan kedokteran tersebut harus 

diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

 Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat 

konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi 

negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat 

berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha 

yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau 

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 

Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasarnya.6 

 Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang 

menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui 

penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk 

menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian 

administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa pemberian 

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk 

izin maupun tanda daftar usaha. Izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara 

merupakan salah satu dimensi yuridis antara pemerintah dengan warganya.7 

  Untuk menjamin penegakan hukum administrasi, diperlukan sanksi. Sanksi 

hukum administrasi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Penggunaan 

sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, di mana 

kewenangan ini berasal dari hukum administrasi. Sanksi administrasi merupakan 

sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warganya. Sanksi 

                                                 
6 Sjachran Basah, 2009, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 170. 
7 Pudyatmiko,2009, Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, hlm. 57. 
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administrasi dapat berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan atau 

ketetapan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan pengenaan denda 

administratif. 

 Penelitian ini berupaya untuk mengkaji aspek yuridis surat izin praktik dokter 

dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, beserta sanksinya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan praktik kedokteran 

tanpa memiliki surat izin praktik. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Analisis Yuridis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana Penjara 

Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2004 berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin 

praktik ? 

2. Bagaimana penerapan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan praktik 

kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan Tribun ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Kontitusi 

menyatakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa 

surat izin praktik.  

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ancaman pidana bagi dokter 

yang melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yakni : 

1. Memberikan gambaran deskriptif kualitatif terhadap penegakan hukum 

administrasi diperlukan sanksi. 

2. Menjelaskan secara yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh akan 

dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk 

menjawab permasalahan yang dibahas dengan penguraian deskriptif analitik 

dan preskriptif.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup 

penulis skripsi hanya dibatasi pada penerapan sanksi pidana dokter yang melakukan 

praktik tanpa surat izin praktik. Yang mempunyai akibat hukum yang diatur pada 
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Pasal 76 Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bagi 

dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik.  

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.8 Kerangka teori 

dibutuhkan untuk menganalisis isi putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012. 

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah : 

 Teori Putusan Hakim 

 Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut :9  

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 

yang dituduhkan kepadanya.  

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana.  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.  

 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 40. 
9 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, hlm. 74  



11 

 

 

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap”.  

 Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara P idnamenyebutkan 

bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.  

 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.10 Syarat sah nya suatu putusan 

hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di 

sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap 

proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam  

 Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 

maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak 

memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.  

 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk 

mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim 

dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak 

kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu 

dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  

                                                 
10 Pasal 195 KUHAP  
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 Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna 

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four 

way test) berupa11 :  

1. Benarkah putusanku ini?  

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?  

4. Bermanfaatkah putusanku ini?  

 Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan 

hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-

hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional 

dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.12  

 Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga 

kemandirian peradilan.  

                                                 
11 Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 136.  

12 Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, hlm. 67.  
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Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar 

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam 

UUD Kesatuan RI Tahun 1945.  

 Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 

tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim 

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

 Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari 

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. 

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan 

tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada 

hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut 

Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 13  

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  

 Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 

atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut 

sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.  

                                                 
13 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 96  
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2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana  

 Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan  

 Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 

melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya 

pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang 

sah, yaitu :  

1. Surat  

2. Petunjuk  

3. Keterangan terdakwa  

4. Keterangan Saksi  

5. Keterangan Ahli  

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal14 yaitu :  

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,  

2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,  

3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat.  

                                                 
14http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-

v.pdf. diiakses Pada Tanggal 12 Juli 2013. Pukul 19:47 WIB. 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
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Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :  

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan 

kasus atau perkara.  

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani 

dari hakim itu sendiri.  

 Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal 

dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.15 Dalam memutus 

putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut 

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai 

berikut:16  

1. Teori Keseimbangan  

 Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihakpihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara.  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

 Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan 

                                                 
15 Ibid hlm. 13 
16 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102.  

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf
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keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam 

perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat 

dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam 

perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih 

ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.  

3. Teori Pendekatan Keilmuwan  

 Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin  

konsistensi dari putusan hakim.  

4. Teori Pendekatan Pengalaman  

 Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.  

5. Teori Ratio Decindendi  

 Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.  



17 

 

 

6. Teori Kebijaksanaan  

 Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang 

tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat 

dan bangsanya.  

 Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan 

seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut  Van 

Apeldoorn, hakim haruslah:17  

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat  

2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.  

 Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan 

hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :  

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya,  

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan 

dapat dipidana,  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.  

                                                 
17 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar 

Harapan. Jakarta, hlm 204.  
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 Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang 

dilandasi dengan integritas moral yang baik.  

a. Teori Depenalisasi 

Pengertian Depenalisasi Pengertian Depenalisasi adalah sebagai suatu 

perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini 

dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya 

dengan melalui hukum. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan 

untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja 

atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan 

remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina 

dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan 

proses depenalisasi.18 

b. Teori Sociological Jurisprudence 

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological 

jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”kenyataan hukum” 

daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada 

dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in 

                                                 
18 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86-88. 
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books. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara 

hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian 

hukum (positivisme law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap 

pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.  

Peran strategis hakim dalam perspektif sociological jurisprudence adalah 

menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat 

Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem 

Hukum Indonesia formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain 

penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak 

lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit 

(berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang 

(boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Para 

penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni 

untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan 

menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional)19.  

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah “law is a tool of social 

engineering” yakni hukum adalah alat rekayasa masyarakat. Sama seperti apa yang 

dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan 

kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan 

proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini 

memiliki pandangan yang sama terhadap hokum. Kepentingan negara adalah harus 

                                                 
19 Asshiddiqie, Jimly, 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi 

Press. Jakarta. hlm. 40. 
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yang paling tinggi/atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. 

Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara 

adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-

teori positivis menghukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.  

 Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. 

Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang terbuka, perkembangan 

kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam 

masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. 

law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe 

Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam 

istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai. Kontribusi Aliran 

Sociological Jurisprudence  

Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Itulah sebabnya mengapa 

Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Di 

samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut 

dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policy-oriented dari Laswell 

dan Mc Dougal yang dikutip Kusumaatmadja (2006), bahwa hukum yang digunakan 

sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau 

kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling 

menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak 

seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundangundangan yang bertujuan untuk 

pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-

undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran 
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sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum 

yang hidup didalam masyarakat.  

Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat 

dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-

undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap 

mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka 

di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. Dalam hal ini 

dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula 

diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh Agent of Change yang 

merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih 

lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk 

mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang 

direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau 

sebagai alat rekayasa social.  

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang 

ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai 

softdevelopment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan 

ternyata tidak efektif.20  

                                                 
20 Bisri, Ilhami, 2004. Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, PT. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 30 
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Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang 

menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, 

penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam 

masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena suatu 

kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa 

mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau 

hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka 

Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem 

Hukum Indonesia prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai 

sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu 

diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana 

untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat.  

Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan 

menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. Hukum di dalam 

masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah 

dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk 

mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, 

melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, 

menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-

pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern 

tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument 

yaitu law as a tool social engineering.  
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Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana 

mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut 

sebagai Social Engineering by the law. Dan langkah yang diambil dalam social 

engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada 

jalan pemecahannya, yaitu:  

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya 

mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari 

penggarapannya tersebut. 

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal 

social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor 

kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap 

ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.  

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa 

dilaksanakan.  

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. 

d. Teori Hukum Progresif 

 Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya 

adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat 

maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi 

asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin 

dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, 

dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.  
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 Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan 

pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga 

mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi 

kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam 

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.21 

 Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-

ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi 

pada dasarnya tejadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di 

rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang 

terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan 

holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran 

visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan 

baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. 

 Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga 

bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa 

disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum 

progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk 

suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif 

meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. 

 Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta 

melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan 

                                                 
21 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamu Ilmiah Populer, Arkola. Surabaya. 



25 

 

 

yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang 

mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar 

narasi tekstual hukum itu sendiri . 

 Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga 

dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga 

mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun 

turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi 

pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum 

modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi 

publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus 

menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang 

rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang 

sah yang disebut sebagai hukum.22 

 Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk 

menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia 

dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum 

ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada 

status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang 

bermoral kemanusiaan.23 

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah: 

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 

                                                 
22 Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif , Kompas. Jakarta. 
23 Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, 

Muhammadiyah Press University. Surakarta. 
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2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. 

3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang 

amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori. 

4. Bersifat kritis dan fungsional. 

e. Teori Restotative Justice 

 Restorative Justice mengandung pengertian adalah suatu pemulihan hubungan 

dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

(keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya 

perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum 

yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan 

baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Restorative 

Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar)  dalam proses 

perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah 

dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam 

hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak 

pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para 

pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam 

mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan 

dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban 

(keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-

prinsip dasar meliputi:  
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1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana 

(keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) 

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk 

bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian 

akibat tindak pidana yang dilakukannya. 

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak 

pidana dan korban tindak tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan 

diantara para pihak. 

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya 

diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak 

pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. 

Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses 

penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-

restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh 

korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis 

hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan 

terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Restorative.Justice dalam ilmu hukum pidana 

harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi 

kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan 
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menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap 

korban kejahatan.24  

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau 

ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. 

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan 

hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. 

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku 

pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, 

perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.  

Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak 

memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana 

dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk 

berpartisipasi aktif melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah mereka di luar 

pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi 

perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi 

jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi 

penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment 

(penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya restorative justice yang telah 

dilakukan dan disepakati oleh para pihak.  

Sudah saatnya falsafah Restorative Justice menjadi pertimbangan dalam sistem 

pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan 

                                                 
24 Muhammad Mustofa dan Adrianus Meliala, 2008, Loka-Karya Menghukum Tanpa 

Memenjarakan : “Restorative Justice” di Indonesia, di Depok, Kamis (26/2-2008). Diskusi yang 

diselengarakan Departemen Kiminologi UI dan Autralia Agency for Internasional Development. 
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Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht 

delict) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan 

perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat 

tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman 

penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir 

pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi 

mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam 

pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara 

semata tapi juga melalui penerapan Restorative Justice. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah penelitian 

yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis normatif adalah 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasrkan logika 

keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin 

ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya 

hukum itu sendiri.25 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode hukum normatif, dalam kaitannya maka 

pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

                                                 
25 Jhoni Ibrahum, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, hlm. 

47. 
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approach).26 Pendekatan undang-undang dilakukan denan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan permasalahan hukum yang sedang 

diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang No.29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya atau 

Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang 

diteliti.27 Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang 

praktik kedokteran melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu 

hukum.28 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,29 

antara lain berupa : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 

                                                 
26 Ibid, hlm. 21. 
27 Peter Mahmund Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 113 
28 Ibid, hlm. 20 
29 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 194. 
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4) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

5) Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer,30 yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan atau 

pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang praktik 

kedokteran dan tenaa kesehatan dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan 

yang akan ditulis, yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-

lembaga terkait, maupun melalui website atau internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder31, antara lain buku-buku, tulisan-

tulisan, karya ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan bahan denan cara Studi Kepustakaann (library research). Tujuan dan 

kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan 

permasalahan penelitian.32 Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan 

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi 

                                                 
30 Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.  
31 Ibid hlm. 15. 
32 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas 

Metode Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum, Volume VIII, Januari-Maret 2014, hlm. 30. 



32 

 

 

bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan 

bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil 

penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang 

didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.33 

5. Analisis Bahan Hukum 

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian 

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari 

data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan 

yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, 

mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi 

atau berlangsung.34 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu 

proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat 

umum ke hal yang bersifat khusus.35 Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk 

memperoleh jawaban setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

                                                 
33 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta , hlm. 251. 
34 Burhan Bungin, 2010, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 66. 
35 Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hlm. 

91. 
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